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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada dasarnya, pelindungan hukum bagi konsumen dalam kasus 

perubahan line-up artis belum terlaksana secara optimal, mengingat perubahan 

tersebut berkaitan langsung dengan hak konsumen atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks pembelian tiket konser, 

line-up artis merupakan bagian dari substansi prestasi yang diperjanjikan 

sekaligus menjadi dasar utama bagi konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, perubahan line-up yang dilakukan 

secara sepihak tanpa disertai transparansi informasi dan tanpa mekanisme 

kompensasi yang layak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap 

hak atas informasi, serta berpotensi menimbulkan wanprestasi. Dalam hal ini, 

promotor sebagai pelaku usaha tetap memiliki kewajiban hukum untuk 

memberikan pelindungan kepada konsumen, termasuk memberikan ganti rugi 

atas kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian antara informasi yang 

dijanjikan dengan realisasi jasa yang diterima. 

Klausul yang memberikan kewenangan kepada promotor untuk 

mengubah atau membatalkan line-up artis tanpa pemberitahuan, serta 

meniadakan kewajiban pengembalian dana, pada hakikatnya bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
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Pelindungan Konsumen dan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun 

asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk 

menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena 

tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Klausul 

yang secara sepihak membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku 

usaha, serta menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan akibat 

perubahan sepihak, termasuk dalam kategori klausul yang dilarang dan 

dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, klausul eksonerasi tersebut tidak 

memiliki kekuatan mengikat, sehingga promotor tetap bertanggung jawab atas 

kerugian yang dialami oleh konsumen. 

B. Saran 

Disarankan agar pelaku usaha, khususnya penyelenggara konser, lebih 

mengedepankan prinsip itikad baik dan transparansi dalam memberikan 

informasi kepada konsumen, serta tidak mencantumkan klausul yang 

membatasi atau menghapus tanggung jawabnya secara sepihak, terutama yang 

berkaitan dengan perubahan substansi layanan seperti line-up artis. Pemerintah 

dan lembaga terkait juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan 

klausul baku dalam praktik perdagangan jasa hiburan serta meningkatkan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 18 UUPK agar tercipta efek jera 

dan kepastian hukum bagi konsumen. Di sisi lain, konsumen diharapkan lebih 

kritis dalam memahami syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi serta 

menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan 
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jujur. Dengan adanya kesadaran dan peran aktif dari seluruh pihak, diharapkan 

tercipta hubungan hukum yang lebih seimbang antara pelaku usaha dan 

konsumen. Hal ini penting guna mewujudkan sistem pelindungan konsumen 

yang efektif, khususnya dalam praktik penyelenggaraan acara hiburan seperti 

konser musik. 
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